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ABSTRAK

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN STUDI KOMPARATIF
PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUSTAFA AS-SIBA’I

Oleh Fitratullah
NIM. 97362866

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Yusuf al-
Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i tentang masalah kepemimpinan politik
perempuan dengan menganalisa pengambilan istidlal dan istinbat yang dilakukan
oleh kedua tokoh, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur’an yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengkajian sumber kepustakaan dengan menelaah buku-buku atau tulisan
yang relevan dengan tema penelitian ini dilakukan guna mengumpulkan data
tentang  pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i. Dengan
menggunakan pendekatan perbandingan dalam hukum Islam, kemudian dicari
letak perbedaan dan persamaannya secara komparatif bagaimana pengambilan
istidlal dan istinbat yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-
Siba’i tentang kepemimpinan politik perempuan. Data yang telah terkumpul
dianalisa dengan menggunakan analisis induktif yaitu menganalisa data yang
bersifat khusus, khususnya pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i
kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Disamping analisis
induktif, penyusun juga menggunakan analisis komparasi, yaitu analisis terhadap
beragam pendapat atau membandingkan beberapa pendapat yang dalam hal ini
Yusuf al-Qaradawi dan Musthafa as-Siba’i, kemudian ditelusuri penyebab
timbulnya perbedaan pendapat tersebut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perempuan menurut Yusuf al-
Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i boleh menjadi anggota parlemen dengan berdasar
pada ayat al-Quran surat at-Taubah ayat 71 mengenai kewajiban menjalankan
amar ma'ruyf nahi munkar bagi setiap laki-laki dan perempuan. Namun pada
kesimpulan akhir Mustafa as-Siba’i melarang perempuan menjadi kepala negara.
Beliau mengambil ijtihad bayani sebagai upaya dalam menyelesaikan
permasalahan kepemimpinan perempuan ini. Berbeda dengan Yusuf al-Qaradawi
yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara dengan alasan bahwa
kepemimpinan pada masa ini bukanlah kepemimpinan umum atau al-wilayah al-
‘ammah. Beliau menggunakan ijtihad giyasi dalam penentuan hukum tersebut,
dan untuk masa sekarang pendapat Yusuf al-Qaradawi  lebih relevan
dibandingkan dengan pendapatnya Mustafa as-Siba’i.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan Islam, pada permulaan lahimya agama Islam, tidaklah
mementingkan masalah-masalah politik, walaupun agama Islam sudah
memberikan hak-hak penuh sama dengan laki-laki. Tidak ada berita bahwa ada
perempuan yang ikut berkumpul bersama-sama dengan sahabat di Balai
Pertemuan Bani Sa’idah, setelah wafatnya Rosulullah SAW, untuk
bermusyawarah memilih siapa yang akan diangkat sebagai khalifah, menjadi
pengganti beliau dalam mengurus kepentingan kaum muslimin . Kita tidak pernah
mendengar berita bahwa kaum perempuan bersama-sama dengan keum pria
dalam menangani urusan pengangkatan khalifah itu. Demikian juga, tidak kita
dengar berita bahwa khalifah-khalifah yang empat pernah mengumpulkan kaum
perempuan secara khusus untuk merundingkan suatu masalah dengan mereka,
seperti yang diperbuat oleh khalifah-khalifah itu dengan kaum pria untuk
membicarakan masalah-masalah negara. Dan kita tidak mengetahui dalam sejarah
Islam seluruhnya tentang adanya barisan kaum perempuan yang ikut aktif
bersama-sama dengan kaum pria mengatur negara dan merundingkan masalah
politik dan memimpin tentara kemedan perang.’

Namun berbeda dengan masa sekarang, kaum perempuan banyak vang ikut

andil dalam masalah perpolitikan, diberbagai belahan dunia, termasuk di

' Mustafa As-Siba’i, Wanita di antara Hukum Islam don Perundang-undangan, alih
bahasa Dra. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), him.216.
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Indonesia. Posisi kaum perempuan mendapat perhitungan yang cukup banyak
dalam interaksinya di kancah perpolitikan. Di beberapa negara, sebagian
perempuan mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan, atau sering
disebut mobilitas vertikal. Perempuan banyak yang mengenyam pendidikan tinggi
menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, dilibatkan dalam proses
politik seperti pemilihan umum, dan semakin aktif menyuarakan aspirasinya
melalui organisasi-organisasi yang mereka bangun.2

Di Indonesia, runtuhnya rezim orde baru membawa perubahan pesat pada
kehidupan politik masyarakat. Kegelisahan masyarakat akan fenomena praktik
politik yang meminggirkan kepentingan masyarakat telah teraktualisasikan pada
tingkat praktis. Kesadaran akan hak-hak politik semakin keras disuarakan
berbagai kalangan dan bahkan sebagian menjadi tuntutan sistematis. Tidak
terkecuali kaum perempuan yang jumlahnya mayoritas ‘dan sekian lama
keterpurukan dalam praktik politik kenegaraan.’

Hasil pemilu 1999, yang men¢mpatkan PDI Perjuangan sebagai peraih suara
terbesar diantara 48 partai kontestan pemilu, mencalonkan Megawati Sukarno
Putri sebagai kandidat calon Presiden. Sejumlah ulama dan ‘intelektual muslim
Indonesia pun angkat suara mengenai kepemimpinan perempuan dalam
pandangan Islam. Suara kontra kepemimpinan perempuan jauh lebih santer

dibanding yang pro. Tetapi setelah kepemimpinan Abdurahman Wahid dianggap

* Cahyadi Takariawan, Figh Politik Kaum Perempuan, ( Yogyakarta: Tiga lentera utama,
2002), him 8.

® Ibid., him. 9.




sudah tidak sejalan dengan kehendak rakyat, maka terdeﬁgar suara “arus balik”
yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin negara.

Perbedaan pendapat mengenal masalah ini sudah banyak diperbincangkan
baik pada masa sekarang maupun jauh sebelum abad ini, kepemimpinan
perempuan yang belakangan ini nampaknya tidak lagi dianggap masalah.

Pada dasarnya perempuan sama seperti laki-laki dalam mengemban

tanggung jawab, kecuali beberapa hal yang dikecualikan .Firman Allah:

Pembebanan  tanggungjawab terhadap laki-laki dan perempuan untuk
membimbing dan memperbaiki masyarakat banyak diungkap dalam al-quran. Hal
tersebut dikenal dengan istilah amar ma ’ruf nahi munkaf Firman Allah: “Dan
orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah)
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang
makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,
dan mereka taat kepada Allah dan Rosulnya. Mereka itulah akan diberi rahmat
oleh Allah” (at-Taubah:71).

Di sini al-quran menyebutkan sifat-sifat orang beriman setelah dia menyebut
sifat-sifat orang munafik dalam firman-Nya:”Orang-orang munafik lelaki dan
perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh
berbuat yang munkar dan melarang berbuat yang makruf” (at-taubah: 67).

Bila orang-orang munafik perempuan melaksanakan peran mereka untuk

merusak masyarakat di samping orang-orang munafik pria, maka kaum

* Ali-Imron (3): 195




perempuan mukminah juga diharuskan melaksannakan perannya disamping kaum
lelaki mukmin untuk membangun masyarakat.

Dengan mengamati dalil quran dan sunah, maka kita akan tahu bahwa
hukum-hukum yang terdapat dalam al-quran dan sunah itu bersifat umum untuk
kegua jenis laki-laki dan perempuan, kecuali fitrah masing-masing menghendaki
perbedaan. Kaum perempuan mempunyai ketentuan khusus tentang masalah haid,
nifas, istihadah, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain-lain.
Kaum pria diberi tugas membimbing keluarga dan bertanggungjawab atasnya.
Kaum pria berkewajiban membiayai dan melindungi keluarganyal.5

Yang menjadi titik permasalahan yang sering diungkap oleh para ulama
adalah dua dalil yang menolak kepemimpinan perempuan. Al-quran surat an-nisa
ayat 34 yang berbunyi ‘‘al-rijalu qawwamuna ‘ala an nisa’’ dan hadis shahih
riwayat Bukhari, Ahmad Tirmidzi, dan Nasa’i dari Abu Bakrah yang berbunyi
“Lan yufliha gaumun wallau amrahum imra’atan” .

Abu “Ali al-Fadal bin al-Hasan at-Tabrasi berkata bahwa ayat itu bermakna
“mereka lebih gawwam™ atas perempuan, mereka (laki-laki)memiliki otoritas atas
perempuan, mengatur, mendidik, melatih dan mengajar. Penafsiran at-Tabrani ini
mengandung pengertian yang sama dengan penafsiran al-Alusi dalam kitab

tafsimya Ruh al Ma’ani. Mengenai pengertian potongan ayat yang sama denga

3 Yusuf al-Qaradawi, Figh Negara, alih bahasa Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press,
1997), him.208




diatas, al-Alusi menyatakan , “Peran mereka (lelaki) terhadap perempuan adalah
peran kepemimpinan terhadap rakyat melalui perintah, larangan dan lain-lain.®
Al-Qaradawi menjelaskan bahwa ayat ini erat kaitannya dengan ayat
sebelumnya, dimana Allah melarang kepada kedua belah pihak, laki-laki maupun
perempuan, supaya tidak saling iri hati atas kelebihan atau keunggulan yang
diberikan Allah SWT, atas sebagian yang lainnya. Qurtubi menjelaskan
pengertian gawwamuna ‘ala an-nisa sebagai “Agar dia (suami) mengatur,
mendidik, menempatkannya dirumah, dan melarang “mejeng”. Seorang istri
hendaknya mematuhi dan menerima perintahnya sepanjang itu bukan maksiat.
Terkait dengan hadits dari Abu Bakrah, berkenaan dengan peristiwa ketika
Nabi SAW mendengar berita bahwa masyarakat Persi telah memilih putri Kisra
sebagal pemimpin, kemudian beliau bersabda:
751 0a0 paall o 5 o B iy
Hadis ini difahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan
pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti kepala negara. Karena itu al-Khattabi
misalnya, menyatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah.
Demikian juga al-Shaukani dalam menafsirkan hadis ini berkata bahwa
perempuan itu tidak boleh menjadi menjadi kepala negara. Sementara itu para
ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal Ibn Abi Sharif dan Kamal Ibn
Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mengisyaratkan laki-

laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayid Sabiq menginformasikan tentang

¢ Kamaludin Marzuki, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (Jakarta: Ma’rifah, no
4/September-oktober 2001 M)

"Imam Bukhari, Shahih Bukhari, juz IV, h. 228, Beirut: Dar al Fikr, 1981




kesepakatan ulama (fuqaha) mengenai syarat laki-laki irﬁ bagi kepala negara.
sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadits seperti
tersebut di atas.®

Sejalan dengan pemikiran di atas Dr. Mustafa as-Siba’i menerangkan bahwa
Islam dengan tegas melarang kaum perempuan .untuk dijadikan sebagai kepala
negara, dengan beberapa hikmah vang sudah beliau jelaskan, dan beliau
menambahkan pula disamakan dengan menjadi kepala negara itu segala jabatan
vang menyebabkan perempuan itu mengemban pertanggungjawaban yang berat.”
Apa yang diungkapkan as-Siba’i, dikarenakan beberapa faktor yang berkaitan
dengan masalah sosial.’’

Berbeda dengan pendapat as-Siba’i, Yusuf al—Qaradéwi berpendapat bahwa
kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan lebih cenderung kepada
permasalahan kehidupan dalam keluarga. Adapun kepemimpinan sebagian
perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada nas yang
melarangnya. Dalam hal ini, yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang
perempuan atas kaum laki-laki."!

B. Pokok Masalah
Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini adalah bagaimana pengambilan istidlal dan istinbat yang dilakukan

$ Muhibbin,M. A, Hadis-hadis Politik,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),hlm.75.

° Mustafa as-Siba’i, Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan., alih
bahasa Dra. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), him. 234

0 Abdul Halim Abu SyuqqahKebebasan Wanita,alih bahasa As’ad Yasin, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1990), him. 538

"' Cahyadi Takariawan., Figh Politik Kaum Perempuan, ( Yogyakarta: Tiga lentera
utama, 2002), him.103.




oleh Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i tentang kepemimpinan politik

perempuan sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi
ini bertujuan untuk meneliti pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-
Siba’i tentang masalah kepemimpinan politik perempuan dengan menganalisa
bagaimana pengambilan istidlal dan istinbat yang dilakukan oleh kedua tokoh
tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur’an yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Sehingga ajaran-ajarannya tetap mempunyai makna didalam era modem ini

khususnya untuk kaum perempuan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang kepemimpinan
perempuan dalam bidang politik diantaranya skripsi yang ditulis oleh Saefudin
dengan judul “Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Figh Islam”.
Selain itu skripsi yang ditulis oleh Munfaridah dengan judul “Wanita Sebagai

Kepala Negara: Studi Pemikiran Ulama dalam Figh Siyasah.




Dalam kedua skripsi tersebut ada beberapa pendapat dari Yusuf al-
Qaradawi maupun Mustafa as-Siba’i tentang kepemimpinan perempuan di bidang
politik, khususnya yang terkait dengan perempuan menjadi kepala negara. Namun
tidak secara khusus membahas tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi maupun
Mustafa as-Siba’i mengenai perempuan dan kepemimpinan politik.

Tema tentang kepemimpinan politik perempuan khususnya perempuan
menjadi kepala negafa banyak dibincangkan oleh para ulama, baik ulama-ulama
klasik maupun ulama-ulama sekarang. Mereka berbeda pendapat mengenai hal
tersebut, sehinga menimbulkan kontroversi pemikiran dan menjadikan perempuan
ragu-ragu dalam melangkah terutama bagi mereka yang tidak terlalu faham akan
ajaran agamanya, Islam.

Di Indonesia banyak para ulama dan intelektual muslim menyumbangkan
pemikiran mereka tentang hukum perempuan beraktivitas di dunia poltik,
khsusnya menjadi kepala negara (presiden). Alasan yang mereka ungkapkan tidak
terlepas dari kitab-kitab klasik dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu.
Sehingga ketika isu Megawati naik menjadi presiden Republik Indonesia, pro dan
kontra akan hal ini semakin mencuat. Seminar, Dialog, diskusi, kajian-kajian
tentang boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara semakin banyak
dibahas.

Terdapat banyak tulisan hasil diskusi dari para tokoh yang dimuat
diberbagai: majalah seperti Ma’rifat, Akses dan lain-lain disamping buku-buku
yang lebih spesifik rﬁengenai masalah tersebut. Buku-buku karya feminis muslim

banyak yang menyoroti masalah jender seperti bukunya Fatima Mernisi, Asgor



Ali Enginering dan tokoh feminis muslim lainnya yang menyoroti dengan gencar
posisi perempuan, khususnya perempuan menjadi pemimpin dengan menjabarkan
ayat-ayat qur’an dan beberapa hadis nabi tentang kepemimpinan.

Namun diantara itu semua‘ sejauh pengetahuan penulis belum ada yang
membahas pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i dengan lebih rinci
sehingga hal ini menjadi salah satu alasan penulis untuk mencoba mengkaji ulang
dan mengambil intisari pemikiran dari kedua tokoh tersebut dalam sebuah karya

tulis ilmiah.

E. Kerangka Teoritik |

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW datang tidak
hanya membawa aqidah keagamaan atau ketentuan moral dan etika yang menjadi
dasar masyarakat semata-mata. Akan tetapi Islam juga membawa sari’at yang
jelas mengatur manusia, prilakunya dan hubungan yang lebih luas lagi."

Berpijak dari kenyataan ini, sebenarnya Islam telah membawa ketentuan
syari’at yang menjadi tuntutan otomatis bagi kepentingan terwujudnya suatu umat
dan negara berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional dan memenuhi kebutuhan

masyarakat. 13 Maka syariat Islam dibangun diatas pilar-pilar yang kokoh yaitu:
1. Menghendaki kemaslahatan dan menolak kemudaratan serta menghilangkan
kesulitan-kesulitan yang dialami manusia. Hal ini dapat dilihat dalam

ketentuan-ketentuan beribadah, muamalah, dan uqubat.

12 Muhibbin, M. A, Hadis-hadis Politik, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,, 1996), hal.27.

B Ibid.
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2. Memperhatikan kemaslahatan umum. Al-Qur’an diturunkan sebagai rahmatan
il alamin dan Rosulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Yusuf al-
Qaradawi menyebutnya dengan “al-insaniyyah al-amaliyah”.

3. Menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia. Islam menjelaskan hak-hak
tersebut pada pemiliknya sehingga semua manusia merasa aman jiwa, harta,
dan semua haknya.

4. Syariat Islam menggabungkan antara orisinalitas dan elastisitas syariat Islam
dalam pokok-pokok sasaran tetap dan tidak berubah, sedangkan dalam hal
cabang dan wasilah bersifat elastis, dengan elastisitas inilah Islam bisa
diaplikasikan dimana saja.

Salah satu implementasi dari pilar-pilar tersebut adalah negara. Suatu
negara tentunya dipimpin oleh seorang kepala negara. Ketaatan kepada kepala
negara adalah merupakan salah satu aspek utama dari stabilitas dan ketentraman.
Dan masalah ini menjadi sangat penting manakala diingat tujuan pembentukan
atau berdirinya negara itu sendiri, yakni demi terlaksananya hukum-hukum Allah
(syari’at) yang berdasarkan al-quran dan sunah Rasul. Karena itulah para ulama
sepakat menetapkan kewajiban rakyat atau umat untuk mematuhi pemimpinnya,
selama pemimpin tersebut tidak keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah SWT."

Kedudukan pemimpin dalam Islam mempunyal peranan yang sangat
signifikan, sehingga ketika perempuan mulai mengambil perannya dalam masalah
kenegaraan, banyak pihak yang kontroversi. Terutama ketika sudah memasuki

wilayah politik yaitu perempuan menjadi kepala negara.

1% Ahmad Syatori, Membincangkan Feminisme, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal.87.

15 Muhibbin, M.A, Hadis-hadis Politik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, 1996), hal.82.



11

Dalam Islam sendiri kedudukan perempuan tidak seperti yang diduga atau
dipraktikan sementara masyarakat, ajaran Islam pada hakikatnya memberikan
perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat kepada
perempuan. Nabi SAW dalam banyak kasus seringkali mengakomodasikan
kepentingan kaum perempuan untuk memanggul senjata dan berpartisipasi secara
aktif dalam operasi militer.

Dalam sejarah bangsa Arab sebelum Islam datang biasa mengubur anak
perempuan mereka hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah:

16 3o & pall3 g

Para teolog berpendapat bahwa pada masa itu perempuan tidak mendapat
hak apa-apa, bahkan diperlakukan seperti barang dagangan. Bentuk lain dari
penghinaan terhadap kaum perempuan terdapat dalam perkawinan adat
masyarakat Arab di masa itu yang disebut kawin pusaka. Pada saat itu berlaku
suatu tradisi seorang laki-laki boleh mengawini bekas istri ayahnya. Jika seorang
ayah telah meninggal dunia'’.

Ada yang mengatakan bahwa keterkungkungan perempuan dalam kancah
perpolitikan tidak terlepas dari sejarah kehidupan sosial perempuan dimasa lalu.
Perilaku politik perempuan tidak mungkin dipahami secara terpisah dari sistem
sosial bagi masyarakat apapun. Sesungguhnya gerakan politik bagi perempuan

menurut pandangan Islam tidak terpisah dari gerakan sosial, hal ini merupakan

16 At -Takwir (81): 8

17 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, Farid Wahyudi dan Cici F.
Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, , 2000}, hal. 32.
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pintu utama untuk memahami aktivitas politik perempuan dalam masyarakat
Islam'®,

Ulama-ulama abad XX berbeda pendapat mengenal peran perempuan
sebagai kepala negara. Perbedaan pendapat itu disebabkan perbedaan penafsiran
terhadap sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa suatu kaum tidak akan
mencapai kesuksesan apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Sebagian ulama
dalam hal ini ulama yang berfikir klasik menyatakan bahwa pernyataan nabi
bersifat umum artinya berlaku untuk semua bangsa, baik di zaman nabi sampai di
zaman sekatang. Pendapat ini berpegang kepada zahir hadis. Oleh karena itu
perempuan tidak diperbolehkan menjadi kepala negara. Sebaliknya pendapat
kedua hal ini ulama yang berfikiran modern menafsirkan bahwa pernyataan Nabi
tersebut berhubngan dengan illat atau alasan-alasan tertentu sebab menurut
mereka semua ketetapan hukum dapat dicari ilat-ilatnya. Dengan demikian unutk
masa sekarang wanita diperbolehkan menjadi kepala negara.

Dalam catatan sejarah, perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi
oleh situasi dan kondisi yang berbeda. Boleh jadi suatu pendapat vang dulu
ditolak tetapi kemudian dapat diterima, karena dianggap relevan dengan kondisi
sekarang dan mampu mendatangkan maslahat bagi umat manusia serta memenuhi
rasa keadilan. Sehingga dalam hal ini perkembangan ilmu pengetehuan dan
perubahan tatanan kehidupan dimasyarakat tertentu, ikut mewarnai corak hukum

yang akan ditetapkan.

18 Hibbah Rauf Izzat, Wanita dan Politik Pandangan Islam, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1997), hal. 87
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Begitu juga dengan fenomena kepemimpinan politik wanita, dimana dulu
wanita tidak mengenal dunia politik sama sekali, tetapi diera kekinian wanita
sudah akrab dengan dunia politik bahkan politik praktis. Hubungan antara hukum
dengan perubahan sosial merupakan suatu kajian yang sangat menarik dalam
pemkiran hukum. Hukum dituntut agar bisa menyesuaikan diri terhadap
perubahan sosial yang terjadi.

Sehubungan dengan realitas tersebut, Hasbi As-Sidieqy dalam bukunya
Falsafah Hukum Islam menyebutkan suatu kaidah hukum yang berbunyi:

19 e 31 ik ASaY T KUY

Kaidah ini secara eksplisit memberikan legitimasi untuk melakukan revisi-
revisi hukﬁm yangsudah tidak relevan dengan kondisi jaman akibat perubahan
waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Namun demikan ‘perubahan yang terjadi
tidak boleh keluar dari kerangka maqasid asy-syari’ah. Dalam hal ini Yusuf al-
Qaradawi berkomentar:

Sekiranya mereka (para ulama salaf dan khalaf) itu hidup pada zaman
kita sekarang dan mereka menyaksikan berbagai persoalan yang kita
saksikan saat ini, tentu mereka akan meninjau kembali pendapat-pendapat
mereka. Dan tidak mustahil, mereka akan mengubah sebagian besar ijtihad
mereka. Karena pendapat-pendapat mereka itu disampaikan pada zaman di
mana meeka hidup saat itu, bukan untuk zaman kita sekarang ini” %

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

19 M. Hasby Ash Shidieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),
hal.444.

2 yysuf al-Qaradawi, Jjtihad Kontemporer, alih bahasa Abu Barzani,( Surabaya: Risalah
Gusti, 1995), hal. 137.
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library
Research) yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber
kepustakaan, khususnya mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam
pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penyusun berusaha
menggambarkan dan menganalisa secara cermat tentang kepemimpinan politik
perempuan menurut Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’l.

Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan
mengkaji dan menelaah buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema
penelitian ini.

Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penyusun
menggunakan analisis induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus,
khususnya pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i kemudian
ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Disamping analisis induktif, penyusun juga menggunakan analisis
komparasi, yaitu analisis terhadap beragam pendapat atau membandingkan
beberapa pendapat yang dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-
Siba’i, kemudian ditelusuri penyebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut.

Pendekatan
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perbandingan dalam hukum Islam, yakni penyusun disini berusaha
mengungkapkan pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i tentang
kepemimpinan perempuan. Kemudian dicari letak perbedaan dan
persamaannya secara komparatif Qengan menganalisa bagaimana
pengambilan istidlal dan istinbat yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi dan

Mustafa as-Siba’i tentang kepemimpinan politik perempuan.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mendapatkan gambaran tata urut pembahasan, maka penyusun
cantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
yang kemudian akan dirumuskan beberapa masalah, serta ditkuti pula dengan
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan
sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan tentang kepemimpinan pelitik perempuan
dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i ini lebih mengena,
maka secara deskriptif akan dibicarakan biografi dan pandangan kedua ulama
tersebut. Masing-masing ulama akan dibicarakan dalam bab tersendiri (bab II dan
bab III) dengan sub bab : riwayat hidup, karya-karyanya, dan pandangan masing-
masing mengenai kepemimpinan politik perempuan.

Berikutnya dalam bab empat dilakukan analisa terhadap pemikiran

Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i tentang kepemimpinan politik
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perempuan dilihat dari wacana pemikiran kontemporer yang ada. Bidang bahasan
dilanjutkan dengan melihat»segi-segi persamaan dan perbedaan pendapat antara
keduanya dalam mengambil instidlal dan istinbat yang digunakan oleh kedua
tokoh ini.

Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan akhir dan

ditkuti dengan saran-saran.




BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat‘ diambil kesimpulan bahwa perempuan
menurut Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i boleh menjadi anggota
parlemen dengan berdasar pada ayat al-Quran surat at-Taubah ayat 71 mengenai
kewajiban menjalankan amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap laki-laki dan
perempuan.

Namun pada kesimpulan akhir Mustafa as-Siba’i melarang perempuan
menjadi kepala negara. Beliau mengambil ijtihad bayani sebagai upaya dalam
menyelesaikan permasalahan kepemimpinan perempuan ini.

Berbeda dengan Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan perempuan
menjadi kepala negara dengan alasan bahwa kepemimpinan pada masa ini
bukanlah kepemimpinan umum atau al-wilayah al- ‘ammah. Beliau menggunakan
ijtihad giyasi dalam penentuan hukum tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah kulliah bahwa perubahan
hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, sehingga apa yang
telah dipaparkan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i terdapat
perbedaan dalam pensikapan terhadap kepemimpinan politik perempuan dan
ijtihad yang mereka pergunakan. Sehingga kepemimpinan perempuan pada saat
ini tidak menjadi masalah selama perempuan tersebut memiliki kesempatan dan

kemampuan untuk memikul tanggung jawab.

80




81

B. Saran

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i merupakan fatwa
yang sifatnya reaksioner terhadap kondisi politik yang berkembang saat itu,
sehingga perlu dikaji lebih lanjut penerapannya dengan perkembangan politik saat
ini. Oleh karena itu penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas sangat perlu

dilakukan oleh pemikir hukum Islam.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN

Halaman

Footnote

Terjemahan

o]

]

4

BABI

Maka Tuhan mereka memperkenankan
permohonannya (dengan berfirman):
“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal
orang-orang yang beramal di antara kamu, baik
laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian
kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

o

Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang
meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada
seorang perempuarn.

(8]

16

Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur
hidup-hidup ditanya.

19

Tidaklah diingkari terjadi perobahan hukum
lantaran perubahan masa.

BABII

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi
penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang
munkar

24

13

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya,
maka rujukilah mereka dengan baik atau
lepaskanlah  mereka dengan baik  dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil
di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi
pengajaran dengan itu orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan keluar.

26

15

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab
itu maka wanita yang saleh, ialah ialah yang ta’at
kepada Allah lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada oleh karena Allah telah
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu |




hawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka
dan pisahkan mereka ditempat tidur, dan pukulah
mereka. Kemudian jika mereka menta’atimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha Mengenal.

26

17

Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang
meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada
seorang perempuan

28

21

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi
penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang
munkar

10.

28

22

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan
zaman, tempat dan keadaan

11.

44

15

BAB III

Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang
meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada
seorang perempuan

12.

47

17

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi
penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang
munkar

13.

66

13

BAB IV

Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang
meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada
seorang perempuan

14.

66

14

Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang
meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada
seorang perempuan

15.

70

15

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi
penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang
munkar :

16.

17

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi
penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang
munkar

17.

74

19

Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang
meyerahkan urusan pimpinan negaranya kepada

II




seorang perempuan

18.

76

20

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi
penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang
munkar

I
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